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ABSTRAK 
Aparat penegak hukum memiliki resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Indonesia baru 
saja mengekuarkan UU No 5 Tahun 2018, di dalamnya telah di atur mengenai perlindungan terhadap 
apparat hukum (Penyidik, penuntut umum, Hakim, Advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas 
pemasyarakatan beserta keluarganya). Sedangkan Amerika mengakui adanya Internasional Teroris dan 
Domestik Teroris.  Karenanya memiliki peraturan-peraturan yang sudah diamandement sampai dengan 
tahun 2015. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu menggambarkan persamaan dan 
perbedaan pengaturan, dengan memperhatikan fungsi hukum dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, 
di dapatkan hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum  sudah terdapat di 
Indonesia dan Amerika. Namun bentuk perlindungan, program perlindungan serta aparat penegak hukum 
yang dilindungi berbeda tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing negara.  
Kata kunci: Perlindungan,  aparat penegak hukum tindak pidana terorisme. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Beberapa saat lalu, di media masa diberitakan mengenai meledaknya bom di daerah Jawa Timur, yaitu di 
Jawa Timur. Terjadi di 3 lokasi pada tanggal 13 Mei 2018, di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Ledakan terjadi 
di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagek Madya, kemudian di Gereja Pantekosta Pusat 
Surabaya Jemaat Sawahan di Jalan Arjuno Serta Gereja Kristen Indonesia Diponegoro 146 di Jalan Raya 
Diponegoro. Akibat peledakan bom tersebut,  14 orang meninggal.  Dimana pelaku membawa anak mereka. 
Pada hari yang sama pukul 21.20 wib, terjadi ledakan bom di rumah susun Warga Kawasan Wonocolo, 
Sidoarjo, pelaku peledakan tewas seketika. Kemudian tanggal 14 Mei 2018, terjadi ledakan bom di pos 
pemeriksaan depan markas Polrestabes, Surabaya (https://news.detik.com/berita/4019283/5-ledakan-bom-di-
jawa-timur-dalam-25-jam ,diakses 3 agustus 2018). 
Beberapa peristiwa ledakan bom ini, sangat mengejutkan bagi bangsa Indonesia. Dengan keadaan 
tersebut, akan mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan. Namun demikian, semua peristiwa 
itu dapat diungkapkan dengan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia hingga tuntas. Di bantu dengan 
aparat penegak hukum lainnya. Dimana selanjutnya Pemerintah mengesahkan peraturan baru mengenai 
pemberantasan Terorisme melalui UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme menjadi Undang Undang. 
Di dalam pertimbangan UU No. 5  tahun 2018 menyatakan bahwa:” tindak pidana terorisme yang selama 
ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan 
negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan 
tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu dan 
berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.   
Di dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018, dinyatakan bahwa:”terorisme adalah perbuatan yang 
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara 
meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas inernasional 
dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan”. UU ini disahkan pada tanggal 22 Juni 2018 dan 
merupakan perubahan dari UU No 15 Tahun 2003, yang Sudah lama di rancang.  
UU terorisme yang baru ini, menurut Menteri hukum dan Ham (Yasonna  H. Laoly) memberikan 
kewenangan kepada aparat keamanan untuk bertindak preventif ketika mengetahui rencana terorisme, dan 
diharapkan dengan adanya UU ini dapat mencegah atau mengurangi setidak-tidaknya tindak pidana terorisme 
(https://www.liputan6.com/news/read/3538590/menkumham-gunakan-uu-terorisme-dengan-
bertanggungjawab , diakses 2 Agustus 2018).  
 Untuk memberantas tindak pidana terorisme ini, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, 
sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 43I UU No 5 Tahun 2018, termasuk Tentara Nasional Indonesia. 
Aparat penegak hukum tersebut merupakan juga bagian dari anggota warga negara Indonesia, yang memiliki 
hak yang sama dengan korban tindak pidana terorisme.  
Di dalam UU No. 5 tahun 2018 tersebut, telah mengatur hak-hak korban lebih rinci daripada UU No 15 
Tahun 2003. Termasuk hak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan 
bagi keluarga dalam hak korban meninggal dunia dan kompensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 35 A. Namun 
dalam tindak pidana terorisme, selain peran korban yang sangat penting, juga terdapat peran aparat keamanan 
dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus terorisme.  
Aparat penegak hukum yang diberi wewenang dalam mengungkap kasus terorisme adalah pihak 
kepolisian. Di dalam Pasal 43 F jo 43 G UU No. 5 tahun 2018 dinyatakan bahwa:”Tugas Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme adalah merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi 
dan program ansinal penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan 
deradikalisasi; mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam  penanggulangan teorisme; 
mengkoordinasikan program pemulihan korban dan merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan 
kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional”. 
Melihat dari tugas tersebut, sudah dapat diketahui bahwa pekerjaan mengungkap kasus terorisme 
memerlukan pengungkapan secara sistematis, terukur dan teliti. Dengan resiko yang hampir sama dengan 
korban tindak pidana terorisme.  
Perlindungan terhadap Saksi, Korban dan aparat penegak hukum merupakan kewajiban negara. Dalam 
hal ini negara menjamin hak-hak yang diberikan kepada saksi, korban dan aparat penegak hukum. Selaku 
anggota warga negara, dari negara hukum yang menjamin hak-hak warga negaranya. Hal ini juga dinyatakan 
oleh Monica Hakimi (Monica Hamiki, http://repository.law.umich.edu/articles, diakses 20 Agustus 2018), 
bahwa di dalam Hak asasi manusia dan Hukum Internasional, kewajiban melindungi setiap anggota 
masyarakat merupakan kewajiban negara, termasuk aparat penegak hukum dalam suatu negara. 
Menurut United State Code judul 18, bagian I, bab 113 B, Pasal 2331 (Selanjutnya disebut US Code 18 
Pasal 2331),  Di Amerika Serikat, tindak pidana terorisme ada 2 macam, yaitu internasional terrorism dan 
domestic terrorism. Internasional terrorism dinyatakan sebagai:” tindakan atau tindakan kekerasan yang 
berbahaya bagi kehidupan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana Amerika serikat 
atau negara bagian manapun, atau itu akan menjadi pelanggaran kriminal jika dilakukan di dalam yurisdiksi 
Amerika Serikat atau negara manapun; dengan cara: mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil; untuk 
mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau paksaan, atau untuk mempengaruhi perilaku 
pemerintah dengan pemusnahan massal, pembunuhan atau penculikan dan terjadi terutama diluar teritorial 
yurisdiksi Amerika serikat atau melampaui batas-batas nasional dalam hal sarana yang mereka capai, orang-
orang yang dimaksud untuk mengintinidasi atau memaksa, atau tempat dimana pelaku beroperasi atau 
mencari suaka”. Dengan subyek: setiap orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan hukum atau 
kepentingan dalam bangunan. Dalam hal terorisme internasional di dalamnya ada tindakan perang, yang 
berarti ada pernyataan perang, konflik bersenjata (diumumkan atau tidak antara dua negara atau lebih, atau 
konflik bersenatra antara kekuatan militer asal manapun. 
Sedangkan di dalam US Code 18 Pasal 2331, teoris domestik, dinyatakan sebagai:” kegiatan yang 
melibatkan tindakan berbahaya bagi kehidupan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hukum 
pidana Amerika serikat atau negara manapun, dengan maksud mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil, 
untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau paksaan, atau untuk mempengaruhi 
perilaku pemerintah dengan pemusnahan massal, pembunuhan atau penculikan dan terutama dalam yurisdiksi 
territorial Amerika Serikat”.  
Amerika Serikat merupakan negara yang paling menjunjung hak asasi manusia, maka perlindungan 
merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Terutama terhadap korban 
kejahatan, termasuk korban terorisme. Dengan sistem hukum Command law, yang dikembangkan dari sistem 
Inggris. Amerika serikat menjadi konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang menjadi rujukan semua hukum di 
negara bagian Amerika serikat. Apabila diatur dalam konstitusi maka Undang Undang tidak berlaku. UU 
dinyatakan tidak sah jika bertentangan dengan konstitusi. Serta adanya wilayah yang besar, maka Amerika 
Serikat mengembangkan kodifikasi untuk negara-negara dan bagian maupun federal.  
Walaupun ada perbedaan yang sangat signifikan, namun aparat penegak hukum yang terlibat mempunyai 
resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Apalagi sejak terjadinya peristiwa pengeboman 
pada tanggal 11 September 2001, Amerika di bawah presiden George w Bush menandatangani  Patriot Act, 
yang mengatur tentang terorisme Internasional dan Domestik, yang kemudian pada tahun 2015 untuk 
meyakinkan hak konstitusi dari warga negara Amerika dan beberapa propinsi yang mengalami menentang 
peraturan tersebut (History.com editors, https://www.history.com/topics/21st-century/patriot-act , diakses 23 
Agustus 2018).  Presiden Barack  Obama menandatangani pada tanggal 2 Juni 2015 The USA Freedom act, 
serta mengubah bagian 215 Patriot Act, menjadi lebih transparan dan informatif bagi pengadilan pengawasan 
 intelijen Amerika  dan  warga negara Amerika ((History.com editors, https://www.history.com/topics/21st-
century/patriot-act , diakses 23 Agustus 2018).  
Menurut Hakan Cem Cetin (ga.rutgers.edu/sites/default/files/uploads/2012/10/The-Effectiveness-of-the-
Witness-Security-Program-in-the-Fight-Against-Organized-Crime-and-Terrorism-A-Case-Study-of-The-
United-States-and-Turkey.pdf, diakses: 21 Agustus 2018),  dalam disertasinya yang berjudul:   The 
Effectiveness of the witness security program in the fight against  Organized crime and terrorisme: a case 
study of the United State and Turkey, menyatakan bahwa negara membutuhkan program perlindungan, tetapi 
setelah memeriksa kekuatan proses pengambilan keputusan membutuhkan perubahan pemikiran dan 
karenanya sangat mendesak dilakukan evaluasi oleh pemerintah, yang berartu bahwa program keamanan 
saksi tidak seharusnya digunakan dalam setiap kasus ketika langkah-langkah alternatif cukup untuk 
melindungi saksi. Pengawasan diperlukan untuk mencegah tindak pidana terorganisasi daripada memberantas 
tindak pidana terorisme. 
 
II. PERMASALAHAN 
Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi penyidik, penuntut umum, hakim, 
advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme, 
Indonesia dan Amerika Serikat? (Kajian menurut UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 tahun 
2003 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan US Code Penal) 
 
III.METODE PENELITIAN 
Metode perbandingan hukum digunakan dalam penelitian. Dengan mendeskripsikan perbedaan dan 
persamaan pengaturan perlindungan hukum bagi Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, 
saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme. Dalam UU No 5 Tahun 
2018 tentang Perubahan UU No 15 tahun 2003 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU no. 31 Tahun 2014 
tentang perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dengan US Code Penal. 
Peraturan yang berkenaan dengan obyek penelitian adalah: The comprehensive crime control act 1984; The 
USA Patriot Act 2015; The Organized Crime Control Act  1989; The USA Freedom act 2015; The Eric 
Williams Correctional Officers Protection Act. 2015. 
Perbandingan hukum dalam hal ini tidak hanya melihat persamaan dan perbedaan pengaturan, namun 
juga melihat berfungsinya hukum dan pemecahan masalah hukum dalam praktek dan melihat faktor non 
hukum yang mempengaruhinya (Sunaryati Hartono, 54: 1988). Penelitian ini menggunakan data sekunder 
dan didukung data primer. Dengan cara pengumpulan data melalui perpustakaan di Fakultas Hukum 
Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional, perpustakaan dan CSIS. Data Primer didapatkan melalui 
wawancara dengan nara sumber, yaitu: Kepolisian Sektor Jakarta Pusat, Kantor kejaksaan Jakarta Barat, 
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, LPSK, Departemen hukum dan Hak asasi manusia. 
  
IV. PEMBAHASAN 
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:”bahwa Indonesia adalah 
Negara hukum”. Di dalam Buku Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI Panduan Pemasyarakatan UUD 
1945, 46: 2010), dinyatakan bahwa:” negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan 
supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 
dipertanggungjawabkan”. Bahwa negara hukum juga merupakan negara yang menjamin keadilan bagi warga 
negaranya.  Dalam hal ini setiap anggota warga negara mempunyak hak yang sama dimuka hukum, yang 
tersirat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. 
UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 Tahun 2006, tidak memberikan perlindungan kepada 
aparat penegak hukum, hal ini dibuktikan dari isi Pasal yang mengatur pemberian perlindungan hukum 
kepada saksi dan korban.  
Di dalam UU No. 5 Tahun 2018 disebutkan ada 12 pasal yang penting dan telah dirubah (MPR RI 
Panduan Pemasyarakatan UUD 1945, 46: 2010), antara lain: Pasal 12 A, 12 B, 13 A, 16 A, 25, 28, 31, 31 A, 
33, 34, 35 A-B, 36 A-B, 43 C, 43 E-H dan 43 I. Salah satu Pasal yang berubah adalah mengenai 
perlindungan dalam tindak pidana terorisme. Dimana menurut Pasal 33 dan 34 menyatakan bahwa penyidik, 
penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam 
perkara teorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri 
maupun jiwa dan atau hartanya. Perlindungan diberikan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses 
pemeriksaan perkara. 
Pasal 33 ayat (1) jo 34 ayat (1) ayat (2) menyatakan: “penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, 
ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak pidana terorisme wajib 
diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan / atau 
 hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”. Perlindungan yang diberikan 
kepada penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas kemasyarakatan beserta keluarganya, yang diberikan 
oleh aparat penegak hukum  dan aparat keamanan,  berupa: 
a). perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; 
b). kerahasiaan identitas; 
c). bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum”. 
Sedangkan perlindungan untuk ahli, saksi dan pelapor beserta keluarganya berupa: (Pasal 34 A ayat (1) jo 
ayat (2): “a). Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b).Kerahasiaan identitas; 
c).pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang penagdilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; 
d).Pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi 
audio visual. Dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan 
korban”, yang berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang 
perlindungan saksi dan korban, mengatur tentang kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.  
Sebagai pembanding adalah Amerika Serikat yang mempunyai United state Marshal, yang sudah ada 
sejak 1789, yang dibentuk setelah Amerika Serikat merdeka. Amerika sudah memikirkan perlindungan 
terhadap aparat penegak hukum, yang memiliki tugas berat. Konsep yang dimiliki Amerika Serikat adalah 
Judicial actor.  
Khusus untuk hakim, panitera, pekerja pengadilan, tamu pengadilan dan pengunjung kantor pengadilan, 
di Amerika Serikat, mereka mendapatkan perlindungan dari supreme court police. Supreme court police, 
merupakan bagian dari aparat penegak hukum Amerika yang berpusat di Columbia. Misinya adalah untuk 
menjamin kesatuan pengadilan Amerika dengan cara melindungi Gedung pengadilan, hakim-hakim, pekerja 
pengadilan, tamu dan pengunjung di pengadilan. Supreme court police berada di bawah yurisdiksi Marshal 
US supreme court, yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Amerika.  
Supreme court didirikan pada tahun 1935, bertugas melindungi bangunan/ Gedung peradilan, yang 
awalnya hanya terdiri dari 33 polisi yang dipilih berdasarkan ranking, dari US Capitol police.  Kemudian saat 
ini Supreme court police bertugas melindungi ketua Mahkamah Agung, bagian-bagian yang terkait dengan 
pengadilan, penghuni Gedung pengadilan, Gedung bersejarah pengadilan dan lahan pengadilan. Tambahan 
tugas lainnya adalah termasuk pengamanan ruang persidangan, perlindungan khusus, reaksi untuk keadaan 
darurat, menyediakan bantuan untuk     pengunjung. Unit supreme court memiliki: layanan berseragam; 
layanan perlindungan; unit perawatan/ penilaian;  unit dasar penyidikan; penjaga kehormatan; tim tanggap 
utama; hazmat/ tanggap bom; dan unit kesatuan anjing. 
Perlindungan terhadap petugas Lembaga pemasyarakatan, di Amerika Serikat disebut juga detention 
officer atau penal officer. Berdasarkan Code Penal Amerika Serikat Judul 18, Pasal 1114, menyatakan 
bahwa:” setiap orang yang membunuh atau mencoba membunuh seorang petugas atau pegawai dari Amerika 
Serikat atau setiap wakil dari kantor perwakilan pemerintahan Amerika serikat  (termasuk setiap anggota dari 
pelayanan yang berseragam termasuk setiap petugas atau pegawai yang terikat dalam atau bagian dari 
petugas yang resmi, atau setiap orang yang membantu petugas atau pegawai dalam bentuk yang bertugas atau 
bagian dari petugas yang resmi, harus di hukum”. Termasuk dalam kasus pembunuhan, seperti yang terdapat 
dalam Pasal 1111; kasus dalam pembunuhan biasa sebagaiman diatur dalam Pasal 1112 atau dalam kasus 
percobaan pembunuhan atau pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1113. Kemudian 
Perlindungan terhadap Petugas pemasyarakatan ditambah dengan peraturan baru yang berlaku pada saat 
Presiden Barack Obama, hal ini disebabkan adanya petugas pemasyarakatan yang meninggal dibunuh gang 
dalam penjara, disebabkan juga karena Eric William (nama petugas tersebut) berjaga sendiri di penjara 
dengan 125 narapidana. Peraturan tersebut bernama The Eric Williams Correctional Officers Protection Act  
2015 (The Daily Item, Obama signs Correctional Officers Protection Act into law. Dapat diakses: 
http://www.dailyitem.com/news/obama-signs-correctional-officers-protection-act-into-law/article_8b3c3d9a-
e6ce-11e5-8e21-1f89cf2e51c8.html, diakses 24 Agustus 2018). Di dalamnya dinyatakan bahwa petugas dan 
karyawan di dalam Pemasyarakatan diberi wewenang untuk membawa semprotan oleoresin capsicum yang 
digunakan untuk mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan Napi terhadap diri mereka sendiri, tahanan 
lain, pengunjung penjara dan petugas dan pegawai pemasyarakatan dan  dilakukan oleh pengunjung penjara 
terhadap diri mereka sendiri, tahanan, pengunjung lain dan petugas serta karyawan dari pemasyarakatan. 
WITSEC atau witness security program, terdapat di Amerika, dilaksanakan oleh Department of Justice, di 
bawah united Marshal Service. Di atur dalam The Organized Crime Control Act tahun 1970 dan 
diamandemen dengan The comprehensive crime control act Tahun 1984.  WITSEC yang memberikan 
perlindungan berupa: mendapatkan identitas baru bagi saksi dan keluarganya; menyediakan perumahan, 
biaya hidup, perawatan medis, pelatihan kerja dan bantuan kerja agar dapat hidup layak; serta perlindungan 
selama 24 jam terutama bagi saksi yang tingkat ancamannya tinggi, terutama pada waktu persidangan pada 
waktu disumpah; informasi, layanan dan dukungan selama proses penuntutan, untuk membantu korban 
mengatasi masalah yang dihadapi akibat kejahatan, dengan mengetahui sistem peradilan pidana bekerja dan 
diberitahu tentang status kasus dimana korban terlibat.. 
 WITSEC juga perlindungan terhadap anak korban terorisme, polisi diberi wewenang untuk memindahkan 
anak kelokasi yang aman, untuk  diamankan dalam waktu 72 jam dari keadaan yang membahayakan anak. Di 
dalam Pasal 47, dinyatakan : “bahwa polisi harus melakukan penyidikan ketika mereka memiliki alasan yang 
masuk akal untuk mencurigai bahwa seorang anak yang hidup atau ditemukan, didaerah mereka menderita, 
atau mungkin menderita luka yang signifikan”. Tujuan dari Pasal ini adalah untuk merumuskan tindakan 
selanjutnya yang harus diberikan untuk melindungi anak.  
The USA Patriot Act, merupakan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan negara. 
Penegak hukum dapat melakukan pengawasan dan penyadapan untuk menyelidiki kejahatan yang terkait 
terror, catatan bank, catatan bisnis untuk membantu penyelidikan terror dan mencegah pencucian uang untuk 
pendanaan terorisme. Korban dosmestik terorisme diberikan bantuan hukum. Di dalam Bab VI Pemberian 
bantuan kepada korban terorisme, aparat keamanan  dan keluarganya, Pasal 611 sd 614, berupa pembayaran 
sejumlah uang kepada aparat keamanan yang terlibat dalam upaya pencegahan, penyelidikan, penyelamatan 
atau pemulihan yang berhubungan dengan serangan terorisme. Serta menyediakan Program Office of Justice. 
Program ini diatur di dalam Pasal  621 sd 624. Korban mendapakan dana, kompensasi dan bantuan. 
Di dalam The Freedom USA Act 2015, diatur mengenai cara Amerika memperkuat keamanan 
Nasionalnya, dengan cara:  memberikan kewenangan Pemerintah Amerika untuk melacak teroris asing 
tertentu dan Pasal 215 The Patriot Act 2015 hanya dipergunakan dalam keadaan darurat. Hal ini termasuk 
upaya perlindungan kebebasan sipil, namun harus dipertimbangkan terhadap gangguan potensial dan hak 
privasi dan hak sipil warga Amerika (History.com  editors,  https://www.history.com/topics/21st-
century/patriot-act , diakses: 23 Agustus 2018). 
Perlindungan juga diberikan kepada saksi pelapor/ justice collaborator. OVA atau petugas pembantu 
korban, bertanggung jawab terhadap korban kejahatan yang di selidiki oleh FBI (Federal Bureau 
Investigation) diberi kesempatan untuk menerima layanan dan pemberitahuan yang disyaratkan oleh Undang 
Undang di Amerika. Program Terorisme dan yuridiksi khusus memberikan bantuan darurat kepada korban 
yang terluka dan keluarga korban yang terluka atau terbunuh dalam serangan teroris di Amerika dan luar 
Amerika, serta menyediakan bantuan darurat, termasuk intervensi krisis, rujukan untuk konseling, informasi 
tentang bantuan keuangan dan berfungsi sebagai kontak dalam FBI 
(https://www.un.org/victimsofterrorism/en/node/1845 , diakses: 23 Agustus 2018). Sedangkan korban 
terorisme luar negeri, Departmen kehakiman bekerja sama dengan FBI mendukung Hak-hak korban 
terorisme luar negeri Amerika dalam penyelidikan dan penuntutan oleh penegak hukum asing. 
 
V. SIMPULAN 
Aparat penegak hukum memiliki resiko yang sama dengan korban kejahatan. Khusus kejahatan 
terorganisir, seperti tindak pidana terorisme, merupakan kejahatan yang menyangkut hak asasi manusia. 
Indonesia dan Amerika memiliki persamaan yaitu bahwa penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, 
ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan, mendapat perlindungan dari negara. Perbedaannya: pengertian; 
Badan yang melindungi (Di Indonesia LPSK, di Amerika Supreme court police untuk Hakim Agung); bentuk 
perlindungan (Di Indonesia: Hakim, Penyidik, Petugas pemasyarakatan, penuntut umum, saksi, advokat dan 
keluarganya berupa:  Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b).Kerahasiaan 
identitas; c).pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan 
terdakwa; d).Pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat 
komunikasi audio visual; Di Amerika perlindungan diberikan kepada Hakim Agung, penyidik dan 
keluarganya, Jaksa Penuntut umum, petugas pemasyarakatan dan pegawai, saksi pelapor/ justice collaborator 
dan keluarganya) berupa Program perlindungan saksi  WITSEC untuk saksi korban berupa mendapatkan 
identitas baru bagi saksi dan keluarganya; menyediakan perumahan, biaya hidup, perawatan medis, pelatihan 
kerja dan bantuan kerja agar dapat hidup layak; serta perlindungan selama 24 jam terutama bagi saksi yang 
tingkat ancamannya tinggi, terutama pada waktu persidangan pada waktu disumpah; informasi, layanan dan 
dukungan selama proses penuntutan, untuk membantu korban mengatasi masalah yang dihadapi akibat 
kejahatan, dengan mengetahui sistem peradilan pidana bekerja dan diberitahu tentang status kasus dimana 
korban terlibat. Termasuk memberikan perlindungan anak korban terorisme. Aparat keamanan termasuk 
penyidik dan keluarganya diberikan perlindungan berupa pembayaran sejumlah uang kepada aparat 
keamanan yang terlibat dalam upaya pencegahan, penyelidikan, penyelamatan atau pemulihan yang 
berhubungan dengan serangan terorisme. Serta menyediakan Program Office of Justice. Serta mendapatkan 
dana, kompensasi dan bantuan. justice collaborator, dengan Program Terorisme dan yuridiksi khusus 
memberikan bantuan darurat kepada korban yang terluka dan keluarga korban yang terluka atau terbunuh 
dalam serangan teroris di Amerika dan luar Amerika, serta menyediakan bantuan darurat, termasuk intervensi 
krisis, rujukan untuk konseling, informasi tentang bantuan keuangan dan berfungsi sebagai kontak dalam 
FBI. Sedangkan korban terorisme luar negeri, Departmen kehakiman bekerja sama dengan FBI mendukung 
Hak-hak korban terorisme luar negeri Amerika dalam penyelidikan dan penuntutan oleh penegak hukum 
 asing. Petugas pemasyarakatan dan pegawai pemasyarakatan melindungi diri dengan semprotan Oleorium 
Capsicum. 
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